
83

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, Robert N. dan David W. Young, 2003. Management Control in
nonprofit Organizations, 7th Ed. McGraw-Hill.

Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga

Blocher, Chen, Lin, 2000. Manajemen Biaya, dengan Tekanan Stratejik. Jakarta :
Salemba Empat

BPS, 2015. Padang dalam Angka 2015

Bramantya, Andreas Tatuk, 2011. Penyusunan model Analisis Standar Belanja
(ASB) untuk Program pendidikan dan pelatihan (diklat) Di Kabupaten
Boyolali. Skripsi, UNS Surakarta

Godfrey, Jayne M , 2010. Accounting Theory . Australia: Milton, Qld. John
Wiley

Eldiansyah, Yusefrin, 2002. Implementasi model standar analisa belanja dalam
penyusunan anggaran daerah pada unit kerja Bappeda Kabupaten Banjar
Propinsi Kalimantan Selatan. Tesis, UGM Yogyakarta

Fadilah, Sri, 2009. Activity Based Costing (ABC) sebagai pendekatan Baru untuk
Menghitung Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi
Vol. 2. No. 1 Januari 2009

Hafiz, Abdul, 2010. Peranan dan teknik Penyusunan  Standar Belanja dalam
Penyusunan APBD. Riau : Makalah Bimtek.

Halim, Abdul dan Kusufi, Syam, 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba
Empat

Hamzah, Iswan, 2007. Penerapan Analisis Standar Belanja Alokasi belanja
Kegiatan Bimbingan atau Pelatihan teknis pada Pemerintah Provinsi
Gorontalo. Tesis, UGM Yogyakarta

Hansen dan Mowen, 2003. Cost Management. Accounting and Control 4 th . USA :
South-Western College Publishing.

Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang, 2008. Teori Akuntansi dan Riset
Multiparadigma. Yogyakarta: Graha Ilmu



84

Kementerian Keuangan RI, 2014. Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi
Pelatihan bagi Peserta Diklat “ Pengelolaan Keuangan Daerah”

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi DIY , 2014.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Penerbit Andi

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi

Minarni, 2007. Alokasi belanja pada Biro keuangan Provinsi Riau berdasarkan
Standar Analisa Belanja (SAB). Tesis, UGM Yogyakarta

Narulita, Sari, 2011. Penerapan Konsep Analisa Standar Belanja pada
Penyususnan  Anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten
Kuningan. Tesis, UGM Yogyakarta

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi
Aksara

PSEKP  UGM, 2009. Penyusunan Analisis Standar Belanja

Reeve, James M. 2003. Reading and Issues in Cost Management.USA : South-
Western College Publishing

Riwayadi, 2014. Akuntansi Biaya. Pendekatan Tradisional dan Kontemporer.
Jakarta: Salemba Empat

Sajuti, Achmad Dijanto, 2008. Implementasi model Analisis Standar Belanja
dalam penyusunan anggaran kegiatan pelatihan di Kabupaten Halmahera
Selatan. Tesis, UGM Yogyakarta

Santosa, Purbayu Budi, 2007. Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan
Niaga. Jakarta : Penerbit Erlangga

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitattif dan R&D, Alfabeta,
Bandung.

Suhairi, 2010. Analisa Standar Belanja : Konsep dan Metode Penyusunan. Tidak
dipublikasikan

Suhadak dan Trilaksono, 2007. Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Penyusunan APBD di Era Otonomi Baru. Malang: Lembaga penerbitan dan
Dokumentasi FIA-UNIBRAW



85

Trisnadi, Riki, 2007. Analisis Standar Belanja sebagai alternatif penilaian
kewajaran pengeluaran pemerintah di Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa :: Studi kasus pada Sub-Dinas TK/SD. Tesis,UGM
Yogyakarta

Walpole, Ronald E, 1997, Pengantar Statistika, Edisi ke-3, Jakarta: PT.Gramedia
Pustaka Utama

Widyanti, Rina, 2015. Analisis Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor pada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Tesis, Universitas Andalas
Padang

Yulia Siska Emi, 2009. Konsep Analisis Standar Biaya (ASB) dalam Akuntansi
Sektor Publik. ILMIAH Volume 1 No. 3, 2009

Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

_________, 2000. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

_________, 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah

_________, 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

_________, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

_________, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

_________, 2015. Peraturan Walikota Padang No. 15 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang No. 34A tahun 2014
tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran tahun 2015

_________, 2012. Peraturan Daerah  No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
perwakilan Rakyat

_________, 2012. Peraturan Daerah  No. 13 Tahun 2012 Nomor 6 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17



86

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

_________, 2015. Peraturan Daerah  No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

_________, 2014. Peraturan Daerah  No. 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Internet

http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=633, diunggah pada
tanggal 22 April 2015

http://kbbi.web.id/konsisten


